
L FM B A R A N D A K R A H K A B . D O M P U
TAHE 2615 iXOMOR: M

SVPaTI DQlCPU
PRQVlNSI NUT TKHGOARA BARAT

TATACARA PKNGANGKATANDhN PEMSERHENT)hÃ
PERANQKAT DES',

BUPATI DAI4PV,

Mengmgat

bahama untuk toe)aksenskan ket e ntuan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 20 )4
tentang Peraturon Petekeanaan Vndang Vndsng Nomor b
Tahun 20)4 tentang Deca perlu cnevetapkan Peraturan
Dserah ten tang Tata+are Peng a ngkstan c4an
Pemberhent)an Perangkat Deta,

1. Psea) 18 a ya t I S} V ndang- V ndang Daear Negara
Repub)9t Indoneeia Tahun IcI45;
Vndang-V ndang Nomor tr9 Tahun )95 S ten t ang
Petnbentukan Dserah-daerah T}ng)tst II ds)am wilayah
Dserah+eerah Tingkat I Se)I, Nues Tenggara Ssrst dan
Nues Tenggars Timur {Lembaran Negare RepubQr.
Indoneeia T a h un )958 N o m or I QQ, Tagobshen
Lembaran Negara Republik Indoneeta Notnor 1655);

3. Undang-Undsng Notnor 5 Tahun 'M)4 tentang Deca
IIA.'mbaran Negsra Republik Indonesia Tahun QO 14
Nomor 7, Tamb ahanLetn bar an Nr4ptra Repubilk

4 Un dang- vndang Notnor 23 Tah un RO)e tentang
Pernerlntahan Daerah (Lcrnbaran N+~ Repu bl)k
IrLdoneais Tahun 2014 N cnnor '244. T a tnbahan

Indonee)a Nomor 5495];



Lembtnm Neyua Republik Indonesia Nomor 5587)
sebaydmana telah diu t sth beberapa kal i t erakhir
dengue Undang-Vndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Peruhthan Kedua atas Vndang-Vndang Nomor 23
Tshun 2014 tentsng Pemecintahan Daerah (Lembaran
Negant RepubVik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tsmhdmn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peran,zan Pcmerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomcr 6 Tahun 2014 tentsng Desa (Lembaran
Negant Republiklndonesia Tahun 2014 Nomvr 123);

6. Peranuan Menteri Dalarn Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negana. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

7. Peran.uan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepals, Desa (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Dengan Persetqjuan Be~
DEWAN PERWAKILAN RAKVAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapken : PERATURltN DAERM TENT ANG TATACARA
PENGANGKATAN DAN P EMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Passl I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daersh adalah Daerah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah D aersh a d a lah Kepala Dserah dan

Perangkat Daerah sebagai un sur Pe n yelenggara

3. Kepala Daerah adalah Bupati Dompu.
Pemedntahan Daerah.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang se lanjutnya
disebut DPRD adalah Lembagsperwakilan Rakyat
Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan
Daerah,
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan
Pemerintah oleh PemerintahDaerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-

prinsip otonomi seluas-luasnya daiam sistern dan
prin sip N egara Ke satuan Re publik ind onesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Camat adalsh Perangkat Daerah Kabupaten, wilayah
kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan,
Kecamatan a d a lah wi l a yah k e r j a Ca m a t se b agai
Perangkat Daerah Kabupaten.
Desa adaiah kesatuan m asst hukum yang
memiliki batas-batas wi layah yang berwenang un tuk
mengatur dan m engurus kepentingan Masyarakat
setempat, berdasarkan ass i u su l d a n a d a t i s t i adat
setempat yang d iakui dan d i hormati o leh s i stern
Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

10, Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah yang

1 1. Pemerintsh De s a ada l a h Kep a l a Des a

12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggsraan Pemerintahan Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang me~a kan
tehnis pelayanan dan atau membantu Kepala Desa
dalam melaksanakan tugas dan kew@ibannya, dipi l ih
atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk desa
yang memenuhi persyaratan oleh Kepala Desa.

14. Sekertaris Desa adalah unsur staf yang membantu
Kepala Desa dalam menyelenggaraksn pemerintahan

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Perangkat.

dcsa,
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1 5. Dusun a c ialah b a g lan m i hayah d a lam de c a ya n g
merupakanimgkunIIan kerja pelaksanaan pemerintah

1 6. Kcpala Du s u n ada l a h pel a k ssna t ug a s Kep a la
Dess.

Desawilayah kerja tertentu,

BAB II
SUSUNAN PERANGrKAT DESA

Bagian Keastu
Perangkat Dcsa

Pasal 2
(1) Perangkat Desa terdiri atas:

a. sekretsAat Deca;
b. pclakatna kewilayahan; chan
c. pelakauua teknis.

Kepala Desa.
(2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pcmbantu

Bagian Kedua
Sekreumat I&sa

Pasal 3
(1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu

Oleh unsur s ta f s ck fc tariat 1%61g bcftugas membsntu
Kepsla Desa dalam bidang administrasi pemcrintahsn.

(2) Sekn:tariat Desa scbagaixnana dimaksud pads ayat (1)
paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

( 3) Ketentuan me n g cna i bid an g ur us a n scbagaimana
dimsksud yeda ayat (2) diatur dengan Peratursn Bupati .

BagLan Kctiga
Pelaksana Kewi:Iayahan

Pasal 4
(1) Pclalwana kewilayshan merupakan unsur pembantu

Kepala Desasebagai satuan tugas kewiiayahan.

(2) Jumhah pclaksana kewilayahan ditentukan s e cara
pro personal e nter a p e laksan a k e w i layahan yan g
dibu tuhkan dan kcmampuan kcusngan Desa.



Bagian keempat
Peiaksana Teknis

Pasal 5
(lj Pelaksana teknis merupaksn unsur pembantu Kepala

Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pads ayat (1)
paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana teknis
sebagaimana dimaksud pada a ya t (2 ) d i a tur d e ngan
Peraturan Bupati.

BAH III
PERSYARATAN CALONAN PERANGKAT DESA

Pasal 6
Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Vndang-Vndsng

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum

atau yang sederajat;
d. berusia 20 (dua puluhj tahun sampai dengan 42 (empat

puluh dua) tahun;
e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal

di Desa paling kur ang 1 ( s atu) tahun sebelum
pend aftaran;

f. sekretaris desa berasal dari penduduk Desa setempat
dan bertempat tinggal di Desa setempat;

g. unsur s taf sekretariat be r a sal dar i penduduk Desa
setempat dan bertempat tinggal di Desa setempat;

h. un sur kewilayahan berasal dari penduduk Dusun
setempat dan bertempat tinggal di Dusun setempat;

i. unsur pelaksana teknis berasal dari penduduk Desa
setempat dan bertempat tinggal di Desa setempat

j. hagi sekretaris desa rnempunyai pengetahuan tentang
teknis pe merintahan„ me m punyai kem ampuan
dibidang adrninistrasi perkantoran serta mempunyai
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pengslaman dibidang sdministrasi keuangan dan
perencanasll;

k. mermAami sosiaI budaya masyarakat; dan
l. t i dak me m i3iki h u b ungan d a ra h la n gsung d e ngan

KepaLa Dess.

Pasal 7
Pendidikan lain ya n g s ederajat se b agaimana d imaksud
dalam Pasai 6 hu r u f c , an ta r a la in me l iputi , Pondok
Pessntren,Paket C dan Seko lah ya n g kesecierajatannya
d itetapkan o leh D i na s P endidiksn K a bupaten/Kota a t au
Kantor Kemente:rian A~ Kabup a t e n / Kota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangsn.

Pasal 8
Set:iap P enduduk D eva yan g be r m i nat menj a di B a k a l
Calon Persngkat Desa mengajukan lamaran secara tertulis
bermaterai cukupyang d i a lamatkan kepadaKepala Desa
denganmeiampir.'tan persyaratan administratif.

Pasal 9
Persyaratan adrftinistratif sebagaimana dimaksud da lam
Pasal 8 terdiri dan:
a. surat keterangan sebagtu bukti warga negara Indonesia

dari Camat;
b. surat pernyataan bermaterai cukup berisi:

l. pernyatasn bertacltsa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. pernyatasn meme gang teguh dan m eng amalkan

Pancasila, melaksanaksn Undang-Vndang Dasar
N egara R e pubhk In d o nesia T a hu n 194 5 , ser t a
memperts>ankan dan memelihara keutuhan Negara
KesatuanlRepublik I n donesia dan Bhineka Tunggal
lka;

3. pernyatasm tidak sedang menjalanihukuman pictana
penjara;

4. pernyatasn tidak pernah dijatuhi pidana peqiara
her dasariutn putusan peng adilan y ang t e lah
mempunyai k e k uatan huk u m tet a p kar e na
me].'akukan tindak pidana yang disncam dengan
pidana pcmjara paling singkat 5 pima) tahun atau
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Desa.

lebih, dan S ( l ima) t ahun telah selesai mert)alani
pldana penjara;

5. pernyataan tidak dicabuthak pihhnya berda~
putusan Pengadilanyang telahmempunyai kekuatan
hukum tetap„

6. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Perangkat

c. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba
dari dokter Rumah Sakit Umum D aerah Ksbupaten
Dompu;

d. surst keterangan bertempat tinggal paling kursng
tahun sebelum p endaftaran d a r i Rukun Tetsngga
(RT)/Rukun Warga (R%)/Kepala Dusun dan atau Kepala
Desa setempatj

e. fotocopyKartu Tanda Penduduk(KTP) yang dileNsUsir
oleh Pejaba» yang benvenang,

f. fotocopyKartu Keluarga (KK) yang dilegaiisir oleh Pejabat
yang berwenang;

g. fotocopy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat
yang berwenang;

h. pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
i. fotocopy Ijasah sekoiah menengah Atas, madrasah aliyah

dan/atau pendidikan lain y ang sederajatdan I jssah
sebelumnya yang sudah dilegahau' dengsn ketentuan
sebagai berlkut:

I f o tocopyijazah/STTB yang dilegahsasi oleh kepala
satuan pendidikan/sekoiah yang m engelaarkan
Ijazah/STTB yang bersangkutan dsn Kepala Dinas
Pendidikan atau Kepsla Ksntor Kementerisn Agama
Kabupaten/Kota;

2 . fotocopy s u r a t k eterangan pe ngganti yan g
berpenghargaan sama dengan Ijasah/STTB yang
dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah
yang m engeluarkan ijassh/STTB yang
bersangkutan dan Kepala D inas pendid9rsn atau
KepaiaIGmtor Kementerlan Agama Kabupaten/Kota;

3. fotocopysuratketerangan berpendidikan s ederajat
SI.TA yang dibuktikandengan fotocopy Ijazah/STTB
yang dQegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau

stau



Kepala Viator Kementerian Agama Kabupaten/Kota
di wilayah sekolah tersebut berada.

Apabila sekolah t idak b e roperasi lagi a ta u d i t u tup,
pengesahan fotocopy Ijasah/STTB dan surat keterangan

penggs gati yan g ber penghargaan s am a den gan
Ijasah/STTB dilegahsasi oleh Kepala Dinas Pendidikan
K abupisten/Kata at a u Kep a l a Kantor K e menterian
Agama K a bupaten/Kota t e m p at sekolah d i m aksud
pernah. berdici;

k, Apabiia Ijasah/STTB pelamar karena sesuatu dan la in
hal t i da k da pat ditemukan a t a u hil a n g/musnah,
peiamsx wajib menysrtakan Iotocopy surat keterangan
pengganti yaag berp e nghargaan sama den g an
I jasah/ STTB y a n g d ilegalisasi o leh ke p ala s a t u an
pendidikan/sekolah y an g m e ngeiuarkan i j azah/STTB
yang &meangkutan;
Apabila Ijasah/STTB pelamar Icarcna scsuatu dan la in

. hal t i da k dap a t ditemukan a t a u hii a n g/znusnah,
sedangkan sekolah tempat p elamar bersekolah t idak
beroperasi hqti atau berganti nama atau telah bergabung
dengan sekohth lain dewan nanna sekolah baru, pelamar
wSjib rnenyertakan fotocopy smwt keterangan pengganti
yang berpenIPLLrgaan sama dflngan Ijasah/STTB yang
diketusxkan da n di i egalisasi o leh K e p als D in a s
Pendidikan Kab u paten/Kota a tau Ke p ala Kan t or
Kementerian Agama K a bupaten/Kota t empat sekolah
dimaksud pernah bexdiri;

m , Pengeashanfotocopy Ijassh/STTB ~ dip ero leh d ar i
sekolah Indonesia di luar nege;ri dilakukan oleh kepaia
sekolah yang bersangkutan dan/atau Dircktur Jenderal
Man ajemen Pe ndidikan D asar dan Mene ngah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Pengeaahan fotokopi Qasah/STTB yang diperoleh dari
sekolah asing di I n donesia dan sekolah internasional
diiakuhen oleh kepala sekolah yang bersangkutan
dan/atau Dire k tur J e ndcral M a nsjemen Pendidikan
Dasar dan Menengah Kemen terian Pendidikan dan

Kebudayaan„.
Pengewthan fotoc opy dokumen pen y etsnum
atasijasah/an~ kat / d iploma yang diperoieh dari
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sekolah dari n egara l a in d iM t ukan o leh D i rsktur
Jenderal M~emenpendidikan Dasar dan Menengah,
Kementerian Pendidika dan Kebudayaan;

p. Pengesshani'otokopi ijasah/STTB, syahadah dari satuan
pendidikan yang terakreditea, serti6kat, dan s urat
ketersngan lain yang meneranglmn kelulusan dari
satuan pendidikan atau pro gram pendidikan yang
diakui sama d engan ke lulusan satuan p endidikan
jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang
menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru
atau dosen berdasarksn keahliannya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangsn, dilakuksn oleh kepala
sekolah yang bersangkutan atau K epala D inas
Pendidikan K a bupaten/Kota a t a u Ke p ala Ka n tor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

q. Kepala satusn pendidikan/sekolah atau Kepaia Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota atau K epala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab
dan meqjamin bahwa penerizna surat ketersngan
pen gganti y a n g ber p enghargasn sa m a den g an
ijasah/SOS, pernah mene rima ijazsh/SVFB yang
b er assi d a r i satu a n pen d idikan/sekolah ya n g
her sangkutan.

BAB fV
MEKANIShCE PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pengisian

Pasal 10
(1 j Pengangkatsm perangkat Desa dilaksanakan dengan

mekanisme sebagai berikut:
a. Kepala Desa m e lakukan penjaringan dan

penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat

atau s e butan la i n men gensi pe n gangkatan
persngkat Desa;

c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi
tertuiis yang memuat mengenai calon perangkat
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Desa yang te)ah dikonsultasikan dengan Kepala
Desa; dan

d ijadikan d a ,sar ol e h Kep al a De s a dala m
pengarqPaatan perangkat Desa dengan keputusan
Kepala Desa.

d . rekomendasi tertulis Cseuat atau s ebutsn l a in

(2) PenIangkatan perangkat Desa d i laksanakan dengan
mekanisme Kepala Desa melakukan penjaringan dan
p enyarinipm a ta u se l eksi c a lon pe r angkat D e sa
sebagaimarm dimaksud pada syat (1) huruf a adalah:

a. rencana pengisian perangkat Desa diumurnican oleh
Kepala Desa secara tertulis kepada penduduk desa

b. Bakal calon pe ranghat desa m engajukan

permohonan secara tertulis dengan tulisan tangan
sendiri diatas kertas bermeterai cukup k epada
Kepala Desa dengan dilampiri persyaratan
Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

c. dalammelaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa dapat dibantu
oleh Panitia Pendaftaran dari Perm@kat Desa yang
ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa,

d. Kepala Desa d ibantu o leh P amtia p endaftaran
sebagsimana dimaksud pads a ya t (2 )huruf
cmelaL daan penelitian kelengkapan per syaratan
administrasi, k larihkasi, calon Perangkat D esa
dalam jangka a aktu 20 (dua puluh) Hari.

(3) Hasil penjeLringan dan penyaringan dituangkan dalam
berita acara

Pasal 11
(1) Pegseai Negeri Sipil Kabupaten/Kota setempat yang

akan diangkat menjadi pereagleat Desa seisin harus
memenuhi persyaratan sebaopimana dimaksud dalam
Passl 9, jugs har u s mendapatkan isin tertuhs dari
Pejabat PembinaKe pegawaian.

(2) Dalam hal Pegawai Negerl Sipil Kabupaten/Kota
setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih
dan di a ngkat me @)adi pe r anglmt Des a , yang
bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya
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selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak
sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12
(1) Hasil Penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon

perangkat Desa sebagabnana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1} Huruf a dan huruf b megnuat daftar nama Calon
perangkat Desa.

(2) Daft' name cal o n p e r angkat D e sa sebsgaimana
dimaksud pada ayat (1) banya dikirim 1 (satu) orang tiap
susunan pexsLngkat Desa sebagaimsna Pasal 3 ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) kepada
Camat unt u k dil a k ukan ver i6kasi kelengkapan
Adminsitrasi syarat-syarat calon sebagai perangkat

(3) Dalam waktu 20(dua puluh) har i sejak d i terimanya
daftar mama c a lon p e rangkat Desa Camat w a j ib
mengelusrkan rekomendasi tertulis dan atau catatan
hasil verifikasi.

(4)Apabila sampai dengsn 20 (dua puluh) hari sejak
diterimanya daitar nama calon perangkat Dess Camat
tidak mehtjmanajam ketentuan sebagaimana dimaksud
pads ayat (3 ) C a matdianggap telahmengeluarkan
rekomendasi tertulis dan atau catatan basil verifikasi,
Kepala Dess m e nerbitkan keputusan men genai
pengesahan dan pengangkatan Perangkat Desa.

Desa.

Bagian Kedua
Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 13
(1) Kepsla Desa m enerbitkan k eputusan mengenai

pengesahan dan pengsngkatan perangkat Desa paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima rekomendasi
tertuhs dari Camat;

(2} Calon perangkat Desa yang telah disahkan dan diangkat
menjsdi p e rangkat De s a se b aiytimana dimaksud
padaayat (1), dilantik o le h Kep ala D e s adengan
disaksikan oleh Camat, Anggota BPD, perangkat Desa
dan penduduk Desa setempat, paling lambat 30 (tiga
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puiuh) harl sejak diterbltkan keputusan pensesahan dan
pengangkatsn perangkat Desa dengan tata cara sesuai
dengan peraturan perundang-tsMIangsn.

(3) Sebelum memangku j abatannya, perangkat Desa
bersumpah/berjanji.

W sumpah/janji s ebagaimana d imaksud p ads ayat
(3)sebsgai berikut:
"Demi AIIsda/Tuhsn, says bewumpah/berjanji bahwa
says akan memenuhi kewcjibeLn says selaku Perangkst
Desa denocn sebaik-baiknya, seju)ur-jujurnya, dan
scQISI-adQllya; bah%a says akan se lalu taat d a iam
merqpmalicsn danmempertalumkan Pancasila sebagai
daear negsra;
"dens lx&wa says akan menei yclckan
kehidupandemokrasi dan Und ang-Undang Dasar
N egsca Republik Ind onesia T a h u n 1945 s e r ta
mehaksanakan segala peratursn perundang-undangsn
den,yan selurus-lurusnya yang berbcku hagi Desa,
Daerah, dsnNegara Kesatuan Republik Indonesia .

(5) Pehhsanasn pelantikan dan sumpah jaeji perangkat
Desa sebagsimana dimaksud peda ayat (4) dilaksanakan
dikar~r/Bslai Desa Setempat.

Pasal 14
Pelantikan persuagkat Desa dilaksanakan peda saat akhir
mass jabacan Perangkat Desa yang lama dan d i tetapksn
sebagai tanggal peiantikan.

Pasal 15
Mass jabatan perangkat Desa berakhir sampai dengsn usia
60 (enam puluh) tahun.

Bagian Ketiga
Biaya Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 16
(1) Biaya pengsngkatan pe~ t Des a d ibebankan pads

APBUesa„&vadaya )4as~ t dan bantuan pihsk lain
yang tidak mengikat,



(2) Biaya sebagtLlmana dimaksud ayat ( 1 ) d i pergunakan
untuk:
a. administtasi;
b. penelitian persyaratan calon:
c, konsumsi dan rapat-rapat;
d. penetapan dan pelantikan; atau
e. keperluan lain sesuai kebutuhsn,

BAB VI
TVGAS DAN KE%AJlBAN

PERANGKAT DESA

Pasal 17

dan

(1) Sekretaris Desa adalah pembantu Kepala Desa yang
mempunyai tugas dan kewajibsn untuk:
a. memimpin Sekretariat Desa;
b. menjalankan administrasi

pemerintahan,pembangunan dsn kemasyarakatan;

c. membantu penyiapan administrasi yang diperlukan

(2) Unsur Stat ' sekretariat berkedudukan sebagai Vnsur
S ekretariat me m b antu Kep a l a Des adalam Bi d a n g
Adminsitrasi pemerintahan.

(3) Pelaksana Kewilayahan berkedudukan sebagai unsur
P em bantu Kepala D esa d i w il a yah ke r j anya y a n g
mempunyai tugas dan kewajibsn meqIalankan kegiatan
kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

(4) Pelaksana Te k n i s ber k e dudukan seb aga i unsu r
pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas dan
k ewajiban mel a ksanakan keg i a tsn-kegiatan t ug a s
Operasional.

Kepala Desa.

Pasal 18
( 1) Perangkat D e s a mem b ant u Kep a l a De s a dal a m

melaksanakan tugas dan kewajibannya;
(2) Dalam m e laksanakan t u gas s ebagaimana d i maksud

pads ayat (1), perangkat Desa bertanggung jawab
kepada Kepala Desa.
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o.

r.

q.

n.

P ervIsikilan R a kya t Da e rah Ka b u paten/Kota, d a n
jabatan I Isin y ang d i tenb,ikan dahun p eraturan
perundangan-undangsn;
ikut serta dan/atau terlibat de)am kampanye pemilihan
umtim dan/atau pemiTihanII, kepala daerah;
ikut serta clan/atau terlibat dsIIam kampanye pemilihan
BPD dan/stau pemiiihan) KeelsDesa;
melanggar sumpah/janji jabatan; dan

m. meninggaiium tugas sehuna 60 (enam puluh) hari kcrja
berturut-ti;Irut tanpa alasan yang jelas dan tidsk dapat
dipertanggixng) awabkan,
meMcsans.'hm hal-hal y an g d a pa t m e nurunkan
kehonnataii atau martabat hangsa, Negara Kesatuan
Republik i n donesia, Pemeintah, D esa ma u pun
persngkat Desa;
menyalahguxiakan wewenang j jabatan;
tanpa ijin Pemerintah bekerja Iintuk Negara Asing;
menyalshguiiakan barang, usIng, atau surat berharga
mili)c Negara Kesstuan Republik Indonesia, Daerah
ilialipuli Dl sa;
meniiiiki, men j ual , meln beli , men ggadaikan,
menyewakiui atsu meminiamkan barang-barang,
dolamien atau surat berharga milik Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Daerah maupun Desa secara tidak
sah;
melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman

seja sat, stau orang lain c l idalam maupun d i luar
linglcungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan
pribsdi, golongan ataupun pil>ak lain secara langsung
atau t idak l angsung meruipkan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Daerah maupun Desa;
menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa
saja dari siapapun juga yang dapat mempengaruhi
tindakan yang akan dilaksanakannya berkaitan dengan
tugs,s"tugas pefRngkRt Desa;

't.
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u. memasuki t empat-tempat yang d apat m encemarkan
kehormatan atau m a r tabat Perangkat Desa, kecuali
untuk kepentingan tugas;

v. bertindak sewenang-senang terhadap masyarakat;

w. melaltukan sesuatu t i n dakan a t a u se n gaje tidak
melakukan suatu tindakan yangdapat berakibat
mengha~ atau m e m persulit salah satu p ihak yang
dilayani;

x. me n ~ gi j ala n nya tugas kedinasan;
y. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia N~

Kesatuan Republik indonesia yang diketahui karena
kedudukarmya un tuk k e pentingan p r ibadi, golongan
atau pihak lain,

BAB XN
SANKSl PERANGKAT OESA

Pasal 21
(1) Perangkat Desa yang berasal dari Pegwvai Negeri Sip';

yang tidak dapat menjalankan tugas dsn kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan
Pasal 19 dan/atau melanggar laratqym sebagaimana
d imaksud d a la m Pas a l 2 0, K e pala De s a dap a t
melaporkan sec ara t e r tu l i s k e p ada B u p at i me )a lu i

(2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Bupati melalui Camat dapat memerintahkan
Lembaga Pongy'asan untuk melakukan pemeriksaan.

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pads ayat 2
d ijadikan s e bagai D a s ar bagi K e pala De s auntuk
memberikan Sanksi,

Camat.

Pasal 22
(1) Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas dan

kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

Pasal 18dan P asal 1 9 dan jatau melanggar l s rangan



seb@yumana dimaksud dahun Pasal 20 dikenakan
sanksi adnMnistrasi berupa:
a. teguran Lisan dan/atau Peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara; dan

c. pemberhentian dari jabatan Perangkat Desa.
[2) Sanksi sebsgaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Kepala Desa.

BAB XI
PEMBERHENTIAN S&MENTARA

PERAWGKAT GESA

Pasal 23
I1) Perarqgcat Desa yang didakwa melakukan suatu t indak

pidana d iberhentikan s ementsra s e telah m e lakukan
Konsultasi d e ngan C a ma t da n C amat m e m berikan
rekornendasi ter t u l i s yang me m u s t men g enai
pembsrhentian sementara penmgkat Desa yang telah
dikonsultasikan dengan Kepala Desa

(2) PemLerhentien sem entara dila lculcan den gan
KeputusanKepala Desa.

(3) Selanm Persxqgmt Desa diberhentikan sementara, maka
tugas dan kewajibanyasementant dilakukan oleh Kepala
Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala
Desa.

(4) Atas persetujuan Camat dengan berdasarksn hasil
pemeciksaan oleh Lembaga Pengawasan yang berwenang

dan/atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan h u ku m tet ap , Ke pala De s a da p a t
memberhentiksn Perangkat Desa apabila dinyataksn

bersalah atau mengangkat kembali apabila dinyatakan
tidak ber sash.

( S) Selama d i kerhentikan s e mentara, P e rangkat D e s a
memperoleh haknya yaitu 80'Vo (delapan puluh per
seratus) dari Oaji
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Pssal 24
(l} Perangkat Desa d iberhentikan sementara o leh Kepala

D esa tanpa m e la luirekomendasi t e rtulis d ar i Ca m a t
a pabila d i nyatakan m e l akukan t i n da k pi d an a y a n g
diancam densen pidsna penjara paling singkat 5 (Lima)
tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum

memperoleh kekuatan hukuxn tetap.
(2) Perangkat Desa d iberhentikan sementara o leh Kepala

Desa t a np a mel a lu irekomendasi t e r tu lis d a r i Caxnat
karena berstatus sebagai tersangka melakukan t indak
pidana k o r upsi , t i n dak pi d an a te r or isme, N a r koba,
xnakar da n a t a u xin d a k pid a n a t e r h adap k e a m anan
Negara,

(3) Pet angkat Desa yang diber h entikan sementara
s ebagaimana d imsksud p ad a a y a t ( l ) d a n ay a t ( 2 ) ,
setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak
bersalah berdasarkan p u tusan p engadilan yang te lah
memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala
Desa h a r u s mer e habilitasi d a n /a ta u men g akt i ikan
kexnbali Per angkat D esa y a n g b e r sangkutan s a mpai
dengan akhir masa jabatan.

(4) Apabila Perangkat Desa yang dibexhentikan sexnentara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir
masa jabatannya Kepala De sa banya merehabihtasi
Perangkat Desa yang bersangkutan.

(5} Apabila be xdasarkan Put u sa n Pen g adilan Tingkat
Pertama terbukti m e lakukan p e langgaran, sedang
Perangkat Desa tersebut melaltulam upaya banding atau
k asasi, mak a s t a tus p e m berhentisn s ementara y a n g
bersangkutan be)urn dapat dicabut;

(6) Pen~ an kem ba l i at a u pe xnberhentian P erangkat
Desa sebagaimsna dimaksud pada ayat (1) setelah sda
putusan pengadilan yang t e lah m e m punyai k ekuatan
hukum tetap,

BAB Xll
PEMBERHENTIAN
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PERANGKAT D ESA

Pasal 25
(1) Perangkat Desa berhenti karena:

s • nienmggal duAkag
b. Perminnaan sendiri; atau
c. d iberhentikan.

(2) Peranpget Desa yang diberhentiksn sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b. bsrhaiar~sm tetap;
c. t idak lay' memenuhi syarat sebagai perang~ t Desa;

d. melanggsr larar.gan sebagal perangkat Desa.
atau

Pasal 26
Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan
mekanisme sebagai berikut:
a. Kepala Desa meiakukan konsultasi dengsn Camat atau

sebutan lain mengensi pemberlhentian penmgkat Desa;
b. Camat atau sebutan lain memberiksn rekomendasi

tertulis y ang me muat m e ngenai p emberhentian
persngkat Desa yang teiah dikonsultasikan dengan
Kepala Dear, dan

c. rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan
dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian
perm~ t Desa dengan keputusan Kepala Desa.

BAB XIII
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 27
(I) Kepala Desa dan perangkat Desa mengenakan pakaian

(2) Pakaian dinas dan Atribut sehagaimana dimaksudpada
ayat (1) terdiri dari Pakaian Dinas Harian (PDH) dan
Pala&tn SipG Harian (PSI.).

dinas dan atLdbut.
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{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakian Dinas harian
dan pakaian sipil harian sebagaimana dimaksud pada

ayat {2) ctiataur dengan peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTVAgl PERAI IHAN

Pasal 28
(1) Pads saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sekretaas

Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri SipQ tetap
menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri
Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis mass
tugasnya sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa yang

men gangkatnya.
(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pads syat (1)

yang telah habis mass jabatanya dan memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diangkat
kern bali sebagai perangkat D esa s esuai dengan
mekanisme ketentuan aturan dan Undang-Undang yang
berlaku,

(4) Pada saat P eraturan D aerah ini m u la i b e r laku,
Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun
2011 t entang T a t a ca r a Pe ncalonan, Pemilihan,
Pengsngkatan, Pel ant ikan, dan Pemb e rhentian
Perangkat Desa sebagaimana telah diubah denim
Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun
2012 tentang Perubahan Peratursn Daerah Kabupaten
Dompu n o mor 17 Tah u n 20 11 te n taxqPatacara
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatsn, Pelantikan, dan
Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dsn dinyatakan

(5) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai teknis pelalaumaannya diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

tidak berlaku.
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BAB XIII
PENIJTUP

Paar 29
Peraturtm Daerah in i medal berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar ,setiiap orang me ngetahui, m emerintahkan
pengund;angan Peratu ran D a erah ini den g an
penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten
Dompu,

Ditetapkan di Doxnpu
pada tanggal 26 Mei 2015

BVPATI DOMPU,

H. BAMBANG M. YASIN

Diundarqgcan di Dompu
pada tanggal27 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABVPATEN DOMPU,

H. AGUS BVKHARI

.' EMBAIIAN DAERAH lQLBUPATEN DOMPU TAHUN 2015 NOMOR 02
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DQMPU PROMNSI NUSA

TENGGARA BARAT NOMOR 27 TAHVN 2015



PEN JELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU

NOMOR 02 TAHUW 2015

TENTANQ
TATA CARA PENQANGKATAN DAN PEMBERHENTlAN

PERANGKAT DESA

l. PEN J ELASAN UMVM

Bah we Perangkat D esa m c r upakan u n su r pe nyelenggara
Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa
d slam melaksanakan tugas dan wcwcnangnya, Den gan
b erlakunya P e r a turan Dae ra h in i , diha r apkan dap a t
mern perlancar penyelcnggaraan pcmcrintahan desa sccara
berdaya guns dan berhasil guns dalam member dayakan
masyarakat desa saat ini.
Pcrangkat Desa adalsh pembantu Kcpala Desa daiam
melaksanakan tugas dan kewajibannya,Perangkat Desa
bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa
diangkat dan d iberhentikan oleh Kepala Desa se t elah
dilaksanakan mekanisme Penjaringan dan penyaringan atau
Seleksi kemudian dilakukan Konsultasi dengan Camat atau
sebutan lain Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi
tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang
tclah dikonsultasikan dcngan Kepala Dess rekomendasi tertulis
Camata atau sebutan lain dijadikan Dasar oleh Kepala Desa
dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan Kepala
Desa adapun perangkat Dcsa tcrdiri dari ; sekretaria Desa
dibantu olch Vnsur Staf sekretarist yang bertugas membantu
Kepala Desa dalam Bidang administrasi Pemerintah paling
banyak terdiri atas 3 ( t iga I bi dang urusan, Pelaksana
kcwilayahan Merupakan Perangkat Desa Vnsur pcmbantu
Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan dengan jumlah
ditentukan secara Proporsional antara Pelaksana wilayah yang
dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa, dan Pelakstma
tckkhnis s e bagai Pembantu Kepala Desa sebagai Pelakssma
tugas Operasional dengan Jumlah Paling banyak terdiri atas 3
{tiga} Seksi
II. PEN JELASAN PASAL DEMl PASAL



Pasal 1

Pasal 7

Pa,sal. 9

Ps.sal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal S

Pasal 6

Pasal 8

P asal l l

Pasal ld

Pasal 13

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 15

Passl 17

Pasal 18

basal 16

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je las

Cukup jels.s

Cukup je las

Cukup je las

Cukup jc las

Gukup jelas

Cukup je las

Cukup je las

Cukup je las

Cukup je las

Cukup je las

Cukup je las

Cukup je las

Cukup je las

Cukup je las

Cukup je las

Cukup je las
Pasal 19

Pasal 20
Cukup jelas
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Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
Pasal 2?

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABVPATEN DOMPUNOMOR 02


